BAB 1
PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang Masalah
Perkawinan merupakan salah satu subsistem dari kehidupan
beragama. Perkawinan itu mengandung beberapa fokus bahasan yang
diatur secara sistematis dari mulal samapai berakhirnya perkawinan itu.
Pertama, sebagai langkahfawal dari‘perkawinan itu adalah menentukan

dan memilih _jodoh akan“ hidup. bersama dalam

perkawinan.(Syarifuddin 2Q4

aoatur secara

agai pertim 3 , hukum

a perlu- m

sebagaimana yang terdapat dal®m Peraturan Pemerintah Republik

Indongsia Nomor Q tahan 1Q74gtent elg agh Uadang Ung
dikatakan:
Pencata p affya melangsungkan
perkawilia r i S d n oleh Pegawai
Pencatat PerRawiflalt sebdgaifafa ¥im d dalam Undang-

Undang No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan
Rujuk.

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinanya menurut agamanya dan kepercayaanya itu selain
agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada
kantor capil sebagaiman dimaksud dalam berbagai perundang-
undangan mengenai pencatatan perkawinan.



Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus
berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan
berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan
dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan
Pasal 9 Peraturan Pemerintah. (Saebani,dan Falah 2011,107)

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban
dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui
perundang-undangan, untuk® melindungi martabat dan Kkesucian
perkawinan, dan lebihgkhusus lagi untuk melindungi perempuan dan

anak-anak dalami kehidupa h ‘tangga. »Melalui pencatatan

perkawianan yang dibu nikah, yang masing-masing

sudmi-istri mendapat terjadi perselisih atau

pert¢ di antara i istri id ggung

jawa guna
memf} & ApatRaN NAKNY2 hSi gan akta
terseb i buktj aunte yang telah
mereka a / 91)

P i padat] elakukan up ia a, karena
perkawint paka ) Pa mée o hubungan

keperdataall. Hal ini dapat d Wlam penjelasan Umum nomor 2

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
ete[@hjili ullan gk n om 9 eru N
b UGB 8D t kh d Q

umunya. UU ini_ merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan,

yang bersifatP pN @ [slam memiliki
eksistensinya sehdir®anp? faras #AresPiPoleW hu adat. Oleh Karena

itu, sangat wajar apabila ada yang berpendapat, bahwa kelahiran UU
perkawinan ini, merupakan ajal teori iblis reseptie yang dimotori oleh
Snouck Hourgronje. Pencatatan perkawinan seperti diatur dalam Pasal 2
ayat (2) meski telah disosialisasikan selam 30 tahun lebih, karena itu,

upaya ini terus menerus dilakukan secara berkesinambungan.



Hal ini boleh jadi karena sebagian masyarakat muslim masih ada
yang memahami Kketentuan perkawinan lebih menekankan kepada
perspektif fikih sentris. Menurut pemahaman vesi ini, perkawinan
dianggap sah, apabila syarat dan rukunya menurut ketentuan fikih
terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan yang dibuktikan dengan akta nikah.
Kondisi semacam ini dipraktekkaan sebagian masyarakat dengan
menghidupkan kawin siri tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (
PPN ) sebagai petugas yang diserahkan tugas,untuk mencatat perkawinan

itu. Belum lagi, apabila ada okpay yang memaanfaatkan peluang ini,

untuk mencari Keuntunga )2 mempertimbangkan visi dan

Retelah itu,
catat yang
ewakili juga

ikut menandatangani. Dengan pene

a gerkagvigan gelahgercatat sgcar i al 41 PP.No.
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nikah a

n
Adapun manfaat represit akta dalah sebagai berikut. Bagi

suami istri ya y i#ny® tidak dibuktikan
dengan akta nfah, i s i a mereka untuk

mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama. Hal ini,

datangan akta nikah dan salinannya

dimaksud untuk membantu masyarakat, agar dalam melangsungkan
perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fikih saja,

tetapi aspek-aspek keperdataan juga diperhatikan secara seimbang. Jadi,



pencatatan adalah merupakan bentuk usaha pemerintah mengayomi
warga masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.

Bentuk pengayoman yang dilakukan oleh pihak pemerintah
terhadap masyarakat ialah dengan membentuk sebuah Kompilasi hukum
Islam, yang selanjutya disebut dengan KHI. Dengan kehadiran KHI inilah
masyarakat bisa mendapatkan akta nikah dari Pengadilan Agama dengan
cara mengajukan permohonanfisbat, nikah. Sebagaimana yang diatur
dalam Pasa 7 ayat (3) KHls

Pasal 7
(1) Perkawinanfhanya dapa
oleh Pegawai Pencatgd

n dengan Akta,Nikah yang dibuat

mempunyai
0.1 Tahun

(4) Yang berhak mengajukan p®Sgg¥honan itsbat nikah ialah suami atau
istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan
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itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan berbagai alasan,
pada umumn\PAeA‘iNg a asca berlakunya
Undang-Undang”Norffor aun Y97 ta winan. Pengadilan
Agama selama ini menerima, memeriksa dan memberikan penetapan
permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 - kecuali untuk

kepentingan mengurus perceraian, karena akta nikah hilang, dan

sebagainya - menyimpang dari ketentuan perundang-undangan (Pasal 49



Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan
penjelasannya).

Pencatatan perkawinan dan aktanya, merupakan sesuatu yang
sangat penting dalam hukum perkawina Islam. Hal ini didasari oleh

Firman Allah dalam Surat Al-Bagaralmayat 282 sebagai berikut:

- ,d“' £
s Tl Ll

salah satu a
ayat in A manusiarunt| 4 An mereka,

karena iapan (sawah uju akhirat

sedangk
tercapai ainkan dengan

ayat ini dijelaskan salah satu cara untuk kebaikan dunia (pencatatan/
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ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai
pencatatan daAﬂgA N;.:p bahwa hal itu
tidak penting bi ilmu hukum saat
ini, pencatatan perkawinan dan aktanya mempunyai kemashlahatan
serta sejalan dengan kaidah fikih yang mengungkapkan Daru’lmafasid
muqaddamun ala jalbil mashalih. Dengan demikian, pelaksanaan

peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan

pembuktian dengan akta nikah merupkan tuntutan dari perkembangan



hukum dalam mewujudkan kemashlahatan umum di Negara Republik
Indonesia.

Apabila kita hanya berpegang kepada penggalan ayat-ayat
tersebut belaka, tanpa mengaitkanya dengan ajaran pada ayat
berikutnya, maka kesimpulan yang segera kita peroleh adalah adanya
kemestian penulisan hutang piutang, dan kewajiban memberikan barang
tanggungan sebagai jaminanglitang, Seolah-olah utang-piutang tidak
dianggap sah apabila tidak dituliskan atau dengan memakai barang

jaminan. Namun pefmahaman sepgkti demikian adalah pemahaman yang

tidak sejalan  dengan para ulama yang ahli

diRidangnya.(Effendi 2

perlakunya U 3 1974 tentang

Perkawinan, masih banyak ditem®&kan perkara isbat nikah yang diajukan

ad@ Peggadilagy Agagina dan gnen kapgenegapag ole .
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adalah Pengadilan Agama Kota solok.
Bedasarjlangl a nui t arMdi lapangan, pada
tahun 2016 PBAVEAN:\Gkan permohonan

isbat nikah sebanyak 81 permohonan. Dalam posita permohonan
dinyatakan bahwa pemohon sangat membutuhkan akta nikah guna
kepentingan untuk sebagai berikut : 1. Sebagai persyaratan pembuatan

akta kelahiran anak. 2. sebagai persyaratan pembuatan kartu keluarga. 3.

pengurusan paspost, dll.



Berdasarkan posita yang dibuat oleh pemohon di atas, maka hal
itu tidak diatur dalam KHI seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (3)
huruf (a) sampai huruf (e), tetapi Pengadilan Agama Kota Solok masih
menetapkan perkara isbat nikah yang tidak diatur dalam KHI, seperti
penetapan  nomor  78/Pdt.P/2016/PA.Slk,  penetapan  nomor
80/Pdt.P/2016/PA/Slk dan perkra nomor 0069 /Pdt.P/2016/PA.Slk.

Dari uaraian singkat diatas, penulis berkesimpulan bahwa aturan
yang terdapat dalam KHI sedikit' berbéda dengan penerapan yang
dilakukan di Pengadilan Agama Keta Solok dalamyhal pengisbatan nikah,

perbedaanya ialah penetap ang dilakukan oleh Pangadilan

masalahnya adalah bagaimana P€netapan isbat nikah di Pengadilan
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ertanyaan Penelitian

1.3.1 Bagaima Is nt ua® Administrasi Yang
Terjadi [|§ Pe )\ 1

1.3.2 Apa Landasan Hakim Menetapkan Perkara Itsbat Nikah di
Pengadilan Agama Kota Solok ?



1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.4.1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui realita isbat nikah untuk keperluan
administrasi yang terjadi di Pengadilan Agama Solok

2. Untuk mengetahui lafndasan hukum dan pertimbangan hakim
dalam menerima dan menetapkan,perkara itsbat nikah.

1.4.2 Kegunaan penelitian

1.5 Kerang

flengan akta

nikah ya asing-masing mendapat sa nya, apabila

terjadi perselisihan atau percekcORan di antara mereka, atau salah satu
gaelakkangupa

tidak Rerta g awabamala yano lai h
U 'g e"re ‘ t n @

Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas

perkawinan ya re i (RIS BOM5, 9N).
Dalam Ehdag@-ung 4is n\@o9 tang Perkawinan,

Pasal 2 Ayat 2 “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

in

perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan menurut Kompilasi
Hukum Islam dalam Bab I Pasal 5 ayat 1 dan 2 tentang perkawinan:
1. Bunyi Pasal 5 ayat (1) "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi

masyarakat [slam setiap perkawinan harus dicatat”.



2. Bunyi pasal 5 ayat (2) “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1)
di lakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur
dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo UU No 32 Tahun 1974.

Selanjutnya dalam (KHI) Pasal 6 ayat 1 (satu) dan 2 (dua).

1. Bunyi Pasal ayat (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 (lima),
setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah
Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

2. Bunyi pasal (2) Perkawinan  yang dilakukan di luar Pengawasan

Pegawai Pencatat Nikah tidak agempunyai kekuatan hukum.

Bagi pasangan sug tidak dapat membuktikan

sekaligus

pasangan istri harus

mengajukan permohonan isbat nit

sydahgiat amglasad 7 agat hur ,C n eKompilagi H

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat
oleh Pegawg cot Ny

2. Dalam hal ﬁ i ngan Akta Nikah,
dapat diajujan igEDatghilliad € alla a.

3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas
mengenai hal - hal yang berkenaan dengan:

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesain perceraian

b. Hilangnya Akta Nikah

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah syarat
perkawinan

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum beerlakunya Undang-
undang No.1 Tahun 1974 dan;

ah ke Pengadilan Agama. Isbat nikah
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e. Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun
1974
4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau
istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan
dengan perkawinan itu.(KHI t.t,3)

1.6 Tinjauan Kepustakaan
Studi pustaka adalah_gSerangkaian kegiatan yang berkenaan

dengan metode pengumpulan data pustakajpmembaca dan mencatat serta
mengelola bahan penelitian:

Untuk lebih mend

ini,imaka dilakukan kajian

kegustakaan dengan

lu Kelas I.B”.
ihak-mengaj
onan isbat

para pihak

(a) untuk mengurus pembuatan K¥P, KK, Akta Kelahiran Anak sebanyak

5Q2%a(b) NguLus Rercgeaia &0 @) hilang
UIN-IMAN-BONJ
pengadilan Agama Talu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan
pelayanan huk a arfiFa Wen hZANn at itsbat nikah bagi
yang tidak mRAA NGnya pengeahuan

masyarakat tentang aturan pencatatan perkawinan, jauhnya jarak

instansi pemerintahan dengan kampong mereka, banyaknya langkah-
langkah yang harus di tempuh, melalui pemuka adat, dan mahalnya biaya

pernikahan.( Fredly 2015)



11

Fikri Abdillah. 307.143 dengan judul “Pelaksanaan Itsbat Nikah
Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Ditinjau dari
Sema No 10 Tahun 2010”. Rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan
itsbat nikah melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping
ditinjau dari SEMA No.10. Tahun 2010. Hasilnya bahwa sidang keliling
terbuka untuk setiap orang yang memerlukan bantuan hukum yaitu,
orang mempunyai perkara dangjarakisumah jauh dari pengadilan, orang
yang tidak mampu dan_aemerlukan bantuan hukum, hal ini termasuk

kedalam ( prodeo )#Dana yang diambil dari sidang keliling ini pada tahun

2008-2009 adalah anggra gngadilan Agama. Karena tidak

pada Pasal 4 Undang-undang N®1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
baagagnanga timja kurge pgaitif apeebergmbanga Siali
UIN-IMAM -BONJC
61/Pdt.G/2010/PA/KBr tentang itsbat nikah poligami. hasilnya bahwa
majelis hakim Wel3k 1 am®tidak menerapkan
ketentuan yangAmmﬁ No.1 Tahun 1974

tersebut karena penerapan ketentuan yang terdapat dalam Pasal ini

berlawanan dengan kemashlahatan dan keadilan.
Menurut Undang-undang perkawinan itsbat nikah yang diajukan
oleh yang melakukan perkawinan sebelum berlakunya undang-undang

perkawinan. Sedangkan menurut KHI yang dapat dikabulkan ialah
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permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh mereka yang
perkawinanya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-
undang Nomor 1.Tahun 1974.

Perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II
mengadung muatan substansi poligami, sehingga secara hukum Pemohon
[ terhalang untuk lagi, kecali ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat
(2) dan Pasal 4 Undang-undang perkawinan terpenuhi.Ketentuan yang
terdapat dalam Pasal 4g4Undang-undang perkawinan tidak terpenubhi,

maka menurut Kompilasi ‘Hukugmlslam“Pemohen I masih dipandang

mempunyai Halangan pe gngan demikian, berdasarkan

W Perkara

gbat nikah di sijunjung.

Dunyai akta n

a. Didaftarkan oleh PPN set®mpat padahal persyaratanya sudah

ipenghjgolel paga pikak xaitu ny. 2,1&0 dari u n
UIN-TMAM-BONJO
b. Peernikahan yang terjadi sebelum lahirnya Undang-undang No.1
Tahun 1 g Y a % dari Sijunjung

. PRDANG

2. Kemudian kesalahan dari para pihak yang berperkara yang tidak
memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi sebanyak 2,3% dari

Sijunjung dan 2,5% dari Dhamasraya.
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3. Hilangya kutipan akta nikah karena terbakar, banjir dan pindah
tempat tinggal sebanyak 1,8% dari Sijunjung dan 1,5% dari
Dhamasraya.

4. Penyebab lain banyaknya perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama
Sijunjung adalah karena pendidikan para pihak yang berperkara
masih berada di bawah standar kependidikan ataupada yang mana
para pihak tersebut pada umumnya hanya tamat SD/ sederajat yaitu
kabupaten Sijunjungsebanyak“56,8%%dan kabupaten Dhamasraya
sebanyak 32,8%g¢(Gusriyati 20
Okto Verismen. 088 01 4

dul Itsbat Nikah (Studi kasus di

flan syarat
dihadapan
Sawahlunto

menolak perkawinan ebut sudah

inan menurut hukum Islam.

isisjalad imgdan gRengadil a wahlugto rgenegia

U teNits*chAt ij Nr t @
asal 7 ayat ( HI. Bagi itsbat nikahnya yang ditolak oleh Pengadilan
Agama, maka se ad bR kilsuSly#fig Menanganinya yaitu
Lembaga PemutE Ammﬁgkup kewenangan

KUA.(Verismen 2009 s/d 2013).

memenuhi rukun dan syarat perka
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1.7 Metode Penelitian
Dalam penyusunan skiripsi ini, penulis akan memperoleh dan
mengumpulkan data dengan melakukan penelitian lapangan
(fieldResearch). Yaitu pengambilan data secara langsung di lapangan
Penelitian akan memperoleh data sebagai berikut :(Subagio 2002,82)
1.7.1 Sumber data
1. Data Primer, yaitu data yang berhubungan langsung dengan
masalah yangKita kaji atau diteliti. Sesuai dengan judul ini

maka pentilis akan mea@ambil“mempeéroleh data dengan cara

mengamati sem herkaitan, berupa arsip-arsip /

1.7.2 TeR

Teknik pengumpulan da yang digunakan dalam penelitian ini

UIN IFAM BONJOL

awancara adalah 'salah bentuk komunikasi verbal, jadi

sem aK ﬁ t tuk memperoleh
inforg@asi gAnggi n. u 113)dalam hal ini,
penulis akan melakukan wawacara dengan Hakim, Panmud

permohonan dan Panmud Hukum Pengadilan Agama Kota

Solok.
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2. Dokumentasi
Dokumentasi  adalah  mengadakan  penelitian atau
pengumpulan data yang bersumber pada tulisan, dokumen (
barang-barang tertulis). Penulis akan mengumpulkan data
dengan melihat dokumen terkait dengan hal yang akan diteliti,
seperti dokumen atau arsip Pengadilan Agama Kota Solok
terkait isbat nikah.
1.7.3 Teknik PengolahanfData

Teknik pengtmpulan datagadalam® penelitian ini menggunakan

metode[ analisis qlitatif,. yaitu penulis akan

menjelaskan da

sehingga
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PADANG



